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KREPUTUSAN GUBERNUR MALUKLU
NOMORE 1929 TAHUN 2024

TENTANCG

PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH
MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
TAHUN 2025

GUBERNUE MALUKL,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan
Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku tentang
Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.

Undang-Undang MNomeor 3 Tahun 1931 tentang Pernyataan
berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23
Tahun 19438 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomaor 4);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomeor 5387)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nemor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6856

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor (6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841); |
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Provins: Maluku
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6327);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang Peranghkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 630:2];

9, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor & tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nemor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 4 tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinst Maluku Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provins: Maluku Nomor 103},

10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Malulku Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024
Momor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1.33);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Upah Minimum
dan Upah Minimum Scktoral Provinsi Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Keputusan ind..

KEDUA ;o Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2025 sebesar
Rp. 3.141.700,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tupeh
Ratus Rupiahy;

KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi ([UMSP sebagai berikut :

a. sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 3.201.000 -
[Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah).

b. sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
sebesar Bp. 3.190.000,- Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah).

c. sektor Konstruksi sebesar Rp. 3.172.000,- (Tiga Juta Seratus
Twjuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi (UMP} dan Upah Minimum Sektoral
Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud Dikium EEDUA dan
Diktum KETIOA Keputusan ini waiib dilaksanakan oleh setiap
perusahaan di Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut:
a. upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari

upah pokok dan tunjangan tetap;

b. berlaku bagi pekerja lajang, non skill, yang berstatus tidak
tetap, tetap, harian lepas, masih dalam masa percobaan,
jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

¢, bagi pekerja di luar butir b Diktum KEEMPAT besarnya upah
harus lebih tingm dari Upah Minimum dan Upah Minimum
Sektoral disesuaikan dengan struktur dan skala upah vang
disusun dan berlaku di perusahaan;

d. tunjangan-tunjangan lain vang selama ini diberikan kepada
pekerja secara berkala tetap diberikan sebagaimana biasanya;

e. bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi
ketentuan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi
sebagaimana Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilarang
mengurangl atau menurunkan upah yang akan dibayarkan
pada tahun 2025 lebih rendah dari upah yang diberlakukan di
perusaliman;



RELIMA

KEENAM

RETUJUH

. bagm Kabupaten/Kola vang telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK] atau Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK], maka upah yang dibayarkan
berdasarkan UMK atau UMSK vang berlaku.

Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum dan Upah Minimum

Sektoral Provinsi dilakukan oleh  Gubernur/Bupati/Walikota

melalui Dinas  teknis di bidang Ketenagakerjaan sesuai

kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan vang
berlaku;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka aegala ketentuan vang

mengatur tentang Upah Minimum dan Provinsi Maluku tahun

2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:

Eeputusan Gubernur ind mulai berlaku pada tanepal 1 Januari

2025,

Ditetapkan di Ambon.
rEma] 10 Desember 2024

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
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. Arsip.

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

. Ketua DPRD Provinsi Maluku.

. Bupati/Walikota se-Maluku.

. Seluruh Pengusaha se-Maluku.,

. Seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Malulu.



